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NOMOR 108 TAHUN 2016

TENTANG PENGGOLONGAN DAN 
KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH 

OVERVIU

1

DEFINISI dan TUJUAN
Definisi

1. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara
sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis, objek,rincian
objek, sub rincian objek dan subsubrincian objek. 

2. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik
daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang
milik daerah. 

Tujuan : Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan
penatausahaan barang milik daerah
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RUANG LINGKUP

Kodefikasi
Barang

Kode Lokasi

Kode Register
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KODEFIKASI BARANG
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KODEFIKASI BARANG

1 2 3 4 5 6 7

Keterangan
Level 1 Menunjukkan kode akun

Level 2 Menunjukkan kode kelompok

Level 3 Menunjukkan kode jenis

Level 4 Menunjukkan kode objek

Level 5 Menunjukkan kode rincian objek

Level 6 Menunjukkan kode subrincian objek

Level 7 Menunjukkan kode sub-sub rincian objek
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KODEFIKASI BARANG

Kode barang terdiri dari 12 (dua belas) angka/digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level yang disusun
sebagai berikut:

Satu Angka/Level 1 Menunjukkan kode akun

Satu Angka/Level 2 Menunjukkan kode kelompok

Satu Angka/Level 3 Menunjukkan kode jenis

Dua Angka/Level 4 Menunjukkan kode objek

Dua Angka/Level 5 Menunjukkan kode rincian objek

Dua Angka/Level 6 Menunjukkan kode subrincian objek

Tiga Angka/Level 7 Menunjukkan kode sub-sub rincian objek
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KODEFIKASI BARANG

Level 1

• Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 1 menunjukkan kode akun yang terdiri dari ASET.

• Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya.
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KODEFIKASI BARANG

Level 2
• Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 2 menunjukkan kode kelompok yang

terdiri dari ASET LANCAR, ASET TETAP DAN ASET LAINNYA.

Akun Kelompok Uraian

1 ASET

1 1 ASET LANCAR

1 3 ASET TETAP

1 5 ASET LAINNYA
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KODEFIKASI BARANG

Level 3 
• Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 3 menunjukkan kode jenis yang terdiri

dari PERSEDIAAN, TANAH, PERALATAN MESIN, GEDUNG DAN

BANGUNAN, JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN, ASET TETAP LAINNYA,

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, ASET

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA, ASET TAK BERWUJUD, ASET

LAIN-LAIN
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Akun Kelompok Jenis Uraian

1 ASET

1 1 ASET LANCAR

1 1 7 PERSEDIAAN

1 3 ASET TETAP

1 3 1 TANAH

1 3 2 PERALATAN DAN MESIN

1 3 3 GEDUNG DAN BANGUNAN

1 3 4 JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

1 3 5 ASET TETAP LAINNYA

1 3 6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1 3 7 AKUMULASI PENYUSUTAN
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Akun Kelompok Jenis Uraian

1 5 ASET LAINNYA

1 5 2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

1 5 3 ASET TIDAK BERWUJUD

1 5 4 ASET LAIN-LAIN

1 5 5 AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

1 5 6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

11

KODEFIKASI BARANG

Level 4 
• Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 4 menunjukkan kode objek . Kode

objek ini merupakan rincian dari kode kelompok sebelumnya. Adapun kode objek tersebut terdiri

dari:

Persediaan

1. Barang Pakai Habis

2. Barang Tak Pakai Habis

3. Barang Bekas Di Pakai

Tanah

1. Tanah
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1. Alat Besar

2. Alat Angkut

3. Bengkel dan Alat Ukur

4. Alat Pertanian

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga

6. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar

7. Alat Kedokteran dan Kesehatan

8. Alat Laboratorium

9. Alat Persenjataan

10. Alat Komputer

11. Alat Eksporasi

Peralatan dan Mesin

12. Alat Pengeboran

13. Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian

14. Alat Bantu Eksplorasi

15. Alat Keselamatan Kerja

16. Alat Peraga

17. Peralatan Proses/Produksi

18. Rambu-Rambu

19. Peralatan Olahraga
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Gedung dan Bangunan

1. Bangunan Gedung

2. Monumen

3. Bangunan Menara

4. Tugu Titik Kontrol/Pasti

Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Jalan dan Jembatan

2. Bangunan Air

3. Instalasi

4. Jaringan

Aset Tetap Lainnya

1. Bahan Perpustakaan

2. Barang Bercorak

Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

3. Hewan

4. Biota Perairan

5. Tanaman

6. Barang Koleksi Non Budaya

7. Aset Tetap Dalam Renovasi

Akumulasi Penyusutan

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan 

Bangunan

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan 

Jaringan
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Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam Pengerjaan

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

1. Kemitraan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

1. Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

1. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
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Akun Kelompok Jenis Objek Uraian

1 ASET

1 1 ASET LANCAR

1 1 7 PERSEDIAAN

1 1 7 01 BARANG PAKAI HABIS

1 1 7 02 BARANG TAK HABIS PAKAI

1 1 7 03 BARANG BEKAS DIPAKAI

1 3 ASET TETAP

1 3 1 TANAH

1 3 1 01 TANAH
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Akun Kelompok Jenis Objek Uraian

1 3 2 PERALATAN DAN MESIN

1 3 2 01 ALAT BESAR

1 3 2 02 ALAT ANGKUTAN

1 3 2 03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

1 3 2 04 ALAT PERTANIAN

1 3 2 05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

1 3 2 06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR

1 3 2 07 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

1 3 2 08 ALAT LABORATORIUM

1 3 2 09 ALAT PERSENJATAAN

1 3 2 10 KOMPUTER

1 3 2 11 ALAT EKSPLORASI

1 3 2 12 ALAT PENGEBORAN
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Akun Kelompok Jenis Objek Uraian

1 3 2 13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

1 3 2 14 ALAT BANTU EKSPLORASI

1 3 2 15 ALAT KESELAMATAN KERJA

1 3 2 16 ALAT PERAGA

1 3 2 17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI

1 3 2 18 RAMBU-RAMBU

1 3 2 19 PERALATAN OLAHRAGA

1 3 3 GEDUNG DAN BANGUNAN

1 3 3 01 BANGUNAN GEDUNG

1 3 3 02 MONUMEN

1 3 3 03 BANGUNAN MENARA

1 3 3 04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI

18



Akun Kelompok Jenis Objek Uraian

1 3 4 JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

1 3 4 01 JALAN DAN JEMBATAN

1 3 4 02 BANGUNAN AIR

1 3 4 03 INSTALASI

1 3 4 04 JARINGAN

1 3 5 ASET TETAP LAINNYA

1 3 5 01 BAHAN PERPUSTAKAAN

1 3 5 02 BARANG BERCORAK 
KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA

1 3 5 03 HEWAN

1 3 5 04 BIOTA PERAIRAN

1 3 5 05 TANAMAN

1 3 5 06 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA

1 3 5 07 ASET TETAP DALAM RENOVASI
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Akun Kelompok Jenis Objek Uraian

1 3 6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1 3 6 01 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1 3 7 AKUMULASI PENYUSUTAN

1 3 7 01 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN 
MESIN

1 3 7 02 AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN 
BANGUNAN

1 3 7 03 AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN 
IRIGASI

1 3 7 04 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA

1 5 ASET LAINNYA

1 5 2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

1 5 2 01 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
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Akun Kelompok Jenis Objek Uraian

1 5 3 ASET TIDAK BERWUJUD

1 5 3 01 ASET TIDAK BERWUJUD

1 5 4 ASET LAIN-LAIN

1 5 4 01 ASET LAIN-LAIN

1 5 5 AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK 

BERWUJUD

1 5 5 01 AKUMULASI AMORTISASI TIDAK BERWUJUD

1 5 6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

1 5 6 01 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
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KODEFIKASI BARANG

Level 5 

Level 6 

Level 7 

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 5,6,7 secara lebih rinci ada di

lampiran Permendagri Nomor 108 Tahun 2016
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KODE LOKASI
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KODE LOKASI
Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi merupakan kode lokasi untuk
memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah

provinsi.

Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan kode lokasi untuk
memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah

kabupaten/kota.

Kode lokasi barang milik pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lainnya,
digunakan oleh pemerintah provinsi apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang

milik pemerintah kabupaten/kota, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah
provinsi.

Kode lokasi barang milik pemerintah pusat, provinsi, dan lainnya digunakan oleh pemerintah
kabupaten/kota apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah

provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah kabupaten/kota.
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KODE LOKASI

Kode lokasi terdiri dari 24 angka/digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level yang disusun sebagai berikut:

Dua Angka/Level 1 Menunjukkan kode status kepemilikan barang

Dua Angka/Level 2 Menunjukkan kode barang intrakomtabel atau barang ekstrakomptabel

Dua Angka/Level 3 Menunjukkan kode provinsi

Dua Angka/Level 4 Menunjukkan kode kabupaten/kota

Enam Angka/Level 5 Menunjukkan kode pengguna barang atau kode pengelola barang

Lima Angka/Level 6 Menunjukkan kode kuasa pengguna barang

Lima Angka/Level 7 Menunjukkan kode sub kuasa pengguna barang
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KODE LOKASI
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KODE LOKASI

• Level 3 Kode Provinsi  sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan

data wilayah administrasi pemerintahan.

• Level 4 Kode Kabupaten/Kota  sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur

kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

• Level 5 Kode Pengguna Barang untuk daftar barang pengguna atau Kode Pengelola

Barang untuk daftar barang pengelola  sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

• Level 6 Kode Kuasa Pengguna Barang  sesuai ketentuan peraturan

perundangundangan.
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NO NAMA PROPINSI NO.KODE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

NAD

SUMUT

SUMBAR

RIAU

JAMBI

BENGKULU

SUMSEL

LAMPUNG

DKI JAKARTA

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

DI. YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

BALI

NTB

NTT

MALUKU

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

NO NAMA PROPINSI NO.KODE

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

PAPUA

SULUT

SULTENG

SULTRA

SULSEL

KALTM

KALTENG

KALSEL

KALBAR

MALUKU UTARA

BANTEN

BABEL

GORONTALO

IRIAN JAYA BRT

KEPRI

SULAWESI BARAT
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dicatat pd digit ke 3&4
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NO   BIDANG NK UNIT BIDANG KODE

1 SEKWAN/DPRD 01 01.00

2 GUB/BUP/WALIKOTA 02 02.00

3 WKL GUB/BUP/WALIKOTA 03 03.00

4 SEKRETARIAT 04 04.00

5 BID.KIMPRASWIL KE  PU AN 05 1. DINAS. BINA MARGA 01      05.01

2. DINAS. CIPTA KARYA 02      05.02

3. DINAS PENGAIRAN    03      05.03

4. DINAS. PERUMAHAN 02      05.02

5. DINAS. PENATAAN KOTA 05      05.05

6. DINAS. KEBERSIHAN 06      05.06

7. DINAS. PERTAMANAN 07      05.07
8. DINAS. PEMAKAMAN 08      05.08

9. DINAS. P. KEBAKARAN 09      05.09

10. DINAS  PERTANAHAN 10      05.10

11. DINAS. PEMETAAN & P 11      05.11

12. DST 12      05.12

6 BID. PERHUBUNGAN 06 1. DINAS. PERHUB. DARAT 01      06.01

2. DINAS PERHUB LAUT,D&S 02      06.02

3. DST 03      06.0

DICATAT PD DIGIT KE 7 & 8

KODE LOKASI
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KODE REGISTER

Kode register meliputi:

 kode lokasi dan tahun perolehan; dan 

 kode barang dan nomor urut pendaftaran.

Kode register ini diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat

ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (bar code).

Kode register merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang

diletakkan pada barang yang bersangkutan

31

BAGIAN ATAS

BAGIAN BAWAH
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KODE REGISTER

• Cara penulisan kode register adalah untuk

kode lokasi dan tahun perolehan pada

bagian atas, sedangkan untuk kode

barang dan nomor urut pendaftaran

barang pada bagian bawah.

• Nomor urut pendaftaran adalah nomor

urut yang diberikan pada setiap jenis barang

(sub rincian objek) yang dimulai dari

000001 dan seterusnya.
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KODE REGISTER

CONTOH PENULISAN 
KODE REGISTER

Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan (kode pengguna barang: 010201) Provinsi X

(kode provinsi: 81), telah melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan type

station wagon dan sesuai batas kapitalisasi. Pada saat perolehan barang tersebut

mendapat nomor pendaftaran ke 000002.
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Pada tahun 2016 Dinas Kesehatan (kode pengguna barang: 010201) Provinsi X (kode provinsi: 81),

telah melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan type station wagon dan sesuai batas kapitalisasi.

Pada saat perolehan barang tersebut mendapat nomor pendaftaran ke 000003

Pada tahun 2016 Dinas Pendidikan (kode pengguna barang: 010101 Kabupaten Z (Kode Kabupaten:

14) Provinsi Y (Kode Provinsi: 35) telah melakukan pembelian sebuah LCD proyektor/Infocus dan

sesuai batas kapitalisasi. Pada saat perolehan barang tersebut mendapat nomor pendaftaran ke 70

diserahkan di SMPN I Sekar Arum (kode 103).
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MAPPING PENGGOLONGAN DAN 
KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH 
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Permendagri 64 Tahun 2013 Permendagri 108 Tahun 2016
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Permendagri 64 Tahun 2013Permendagri 108 Tahun 2016Permendagri 17 Tahun 2007
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Permendagri 64 Tahun 2013Permendagri 108 Tahun 2016Permendagri 17 Tahun 2007
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Permendagri 64 Tahun 2013Permendagri 108 Tahun 2016Permendagri 17 Tahun 2007
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JALAN, JARINGAN DAN JEMBATAN

Permendagri 64 Tahun 2013Permendagri 108 Tahun 2016Permendagri 17 Tahun 2007
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ASET TETAP LAINNYA

Permendagri 64 Tahun 2013Permendagri 108 Tahun 2016Permendagri 17 Tahun 2007
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KETENTUAN PERALIHAN 
Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan

TAHUN 2019
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